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ABSTRAK 

 Wajah pemerintahan Indonesia mengalami perubahan yang signifikan dari 

pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralisasi  pasca reformasi. Asas 

desentraslisasi dalam hal ini adalah pemberian otononom kepada pemerintah 

daerah, baik otonomi biasa maupun otonomi yang bersifat istimewa melalui 

Undang-undang  Nomor 22 tahun 1999  tentang Pemerintahan Daerah, Undang-

undang Nomor 25 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor  32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-undang 23 tahun 2014. Dari sini kemudian 

pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur rumah 

tangganya. Melalui wewenang ini kemudian daerah diharapkan mampu 

memainkan peranan yang lebih besar dalam memajukan wilayahnya sesuai 

dengan identifikasi masalah dan potensi daerahnya masing-masing. Sehingga 

setiap kebijakan daerah harus mampu menciptakan  iklim Good Governance 

dalam wilayahnya yang bemuara pada pembangguna kesejahteraan sosial. 

Pembanggunan ini bisa dilakukan melalui kebijkan-kebijakan kecil lain yang 

berorientasi pada penciptaan good governance. Salah satu isu yang cukup menarik 

untuk dilakukan kajian lebih mendalam adalah tentang progam fasilitasi 

pemberdayaan masyarakat di Kota Kediri. Progam tersebut tertuang dalam dalam 

Perwali Kota KeduriNomor 40 tahun 2014. 

 Melalui penelitian ini kemudian progam tersebut berusaha dikaji lebih 

lanjut. Penelitian yang bersifat lapangan, dan deskriptif melalui pendekatan 

yuridis-empiris, berusaha menjelaskan bagaimana perwali tersebut mampu 

menciptakan iklim Good Governance dalam sekala yang lebih luas, dan 

bagaimana masyarakat berperan sebagai penyelenggara negara. Lalu dengang 

menggunakan Analisis kebijakan publik, good governance, dan kesejahteraan 

sosial penelitian ini berusaha mengupas hal tersebut. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perwali tersebut secara umum 

dilaksanan dengan demokratis, transparan namun belum mampu menjamin 

prinsip-prinsip Good Governance secara sempurna, aspek yang belum bisa 

dipenuhi adalah aspek berkelanjutan, sementara dalam kesjahteraan sosial perwali 

tersebut belum mampu menciptakan pasar untuk UMKM, disisi lain 

pembangunan SDM yang tidak mendapat skala prioritas juga perlu ditinjau ulang. 

  

Kata Kunci : Perwali No 40 Tahun 2014 Kota Kediri, Progam Fasilitasi 

Pemberdayaan Masyarakat, Good Governance, Kebijakan Publik ,Kesejahteraan 

Sosial, Demokratisasi, Pasar. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 10 September 1987                          

No: 158/1987 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan أ

 Bā' b be ة

 Tā' t te د

 Śā' ś es titik di atas ث

 Jim j Je ج

 Hā' h ح

∙ 

ha titik di bawah 

 Khā' kh ka dan ha خ

 Dal d de د

 Źal ź zet titik di atas ذ

 Rā' r er ر

 Zai z zet ز

 Sīn s es ش
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 Syīn sy es dan ye ش

 Şād ş es titik di bawah ص

 Dād d ض

∙ 

de titik di  bawah 

 Tā' ţ te titik di bawah ط

 Zā' z ظ

∙ 

zet titik di bawah 

 Ayn …‘… koma terbalik (di atas)' ع

 Gayn g ge غ

 Fā' f ef ف

 Qāf q qi ق

 Kāf k ka ك

 Lām l el ل

 Mīm m em و

ٌ Nūn n en 

 Waw w we و

ِ Hā' h ha 

 Hamzah …’… apostrof ء
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 Yā y ye ي

 

B. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap: 

 ditulis   muta‘āqqidīn   يتعبقدّيٍ 

 ditulis  ‘iddah  عدّح 

C. Tā' marbūtah di akhir kata. 

1. Bila dimatikan, ditulis h: 

 ditulis   hibah      هجخ

 ditulis  jizyah  جسيخ 

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 

terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, 

kecuali dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t: 

 ditulis   ni'matullāh     الله َعًخ 

 ditulis   zakātul-fitri  زكبح انفطر

 

D. Vokal pendek 

__  َ __ (fathah) ditulis a contoh   رة  ditulis    daraba   ض 

____(kasrah) ditulis i contoh    ف هِى  ditulis    fahima 

__  َ __(dammah) ditulis u contoh   ِكُتت   ditulis   kutiba 

E. Vokal panjang: 

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   jāhiliyyah  جبههيخ 
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2. fathah + alif maqşūr, ditulis ā (garis di atas) 

 ditulis   yas'ā  يسعي 

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas) 

 ditulis   majīd  يجيد 

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas) 

 ditulis   furūd  فروض 

F. Vokal rangkap: 

1. fathah + yā mati, ditulis ai 

 ditulis   bainakum  ثيُكى 

2. fathah + wau mati, ditulis au 

 ditulis   qaul  قىل

G. Vokal-vokal  pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof. 

 ditulis   a'antum  ااَتى 

 ditulis   u'iddat  اعدد 

 ditulis   la'in syakartum   نئٍ شكرتى 

H. Kata sandang Alif + Lām 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al- 

 ditulis   al-Qur'ān  انقراٌ 

 ditulis   al-Qiyās  انقيبش 

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya 

 ditulis   asy-syams  انشًص 

 'ditulis   as-samā  انسًبء 
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I. Huruf besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan (EYD) 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut  

penulisannya 

 ditulis              zawi al-furūd        ذوي انفروض

 ditulis   ahl as-sunnah       اهم انسُخ       
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekarang Indonesia memasuki era reformasi, meskipun tidak tertulis, 

berbagai kenyataan terjadi dewasa ini mengharuskan memahami periode sejak 

turunya Presiden Soeharto sampai tahun 2004 sebagai masa transisi menuju 

Indonesia baru dengan system ketataraan yang sama sekali berubah scara 

fundamental dari system ketatanegaraan sebelumnya berdasarkan UUD 1945 

yang asli. Beberapa gagasan mendasar yang masih dalam perdebatan, tetapi 

sebagian lainnya diadopsi ke dalam rumusan perubahan peertama dan 

perubahan kedua UUD 1945 yang telah ditetapkan berlaku semenjak tahun 

1999 dan tahun 2000.
1
 

Beberapa gagasan fu 

ndamental yang sudah diadopsi misalnya. Pertama, panutan prinsip 

pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan segala implikasinya 

sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (division atau distribution of 

power) yang berlaku sebelumnya dalam sistematika UUD 1945. Jika 

sebelumnya ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan 

                                                           
1
 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demikrasi, cet. 3 (Jakarta : Sinar 

Grafika: 2015),  hlm. 15. 

1 



2 
 

untuk membentuk perundang-undangan berada di tangan presiden dan 

dilakukan dengan persetujuan DPR, maka dalam perubahan pertama UUD 

1945 Pasal 20 ayat (1) kekuasaan untuk membentuk perundang-undangan di 

tangan presiden dan dilakukan dengan persetujuan DPR, sedangkan presiden 

menurut Pasal Pasal 5 ayat (1) yang baru ditentukan hanya berhak 

mengajukan RUU kepada DPR. Perubahan ini menegaskan terjadinya 

pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR, dengan konsekuensi 

berubah pula pengertian kita tentang panutan prinsip pembagian kekuasaan 

menjadi pemisahan kekuasaan seperti dipahami selama ini.
2
 

Kedua, dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa reformasi 

ini, telah diterapkan pula kebijakan nasional menyangkut penyelenggaraan 

otonomi daerah yang seluas-luasnya. Bahkan pada Provinsi Aceh dan Irian 

Jaya telah pula diberikan otonomi daerah yang bersifat khusus dengan segala 

implikasinya. Kebijakan otonomi daerah yang luas itu ditegaskan dalam 

perubahan kedua UUD 1945 yang tadinya terdiri atas satu Pasal tanpa ayat 

menjadi satu Pasal tujuh ayat dan dengan menambah Pasal-Pasal baru, yaitu 

Pasal 18A dan Pasal 18B yang masing-masing terdiri dari dua ayat. 

Rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu bahkan 

ditetapkan pula dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 yang pada pokonya 

menegasakan agar otonomi daerah yang luas itu dapat segera terwujud dengan 

sebaik-baiknya. Apalagi disadari dengan bahwa gagasan penyelenggaraan 

                                                           
2
 Ibid, hlm. 15-16. 
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otonomi daerah itu sendiri,  meskipun sudah dirumuskan secara resmi diatas 

kertas sejak masa awal kemerdekaan, dan kemudian ditegasakan lagi ketika 

awal-awal  masa orde baru, terbukti dalam pratiknya tidak pernah atau belum 

pernah terwujud dalam praktiknya. Semangat ini pulalah yang mendorong 

lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah, Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004  tentang Pemerintah Daerah yang dasar 

operasionalnya penyelenggaraan otonomi daerah dewasa ini.
3
. lalu disambung 

undang Nomor 32 Tahun 2004  Pemerintah Daerah 

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah 

Daerah Kepala Daerah Tingkat  I disebut sebagai gubernur (tanpa istilah 

KDH) dan Kepala Daerah Tingkat II disebut sebagai Gubernur dan Bupati 

(tanpa istilah KDH). Walaupun demikian bukan berarti Gubernur dan Bupati 

merupakan pejabat pusat saja (Kepala Wilayah) karena DPRD diberi 

wewenang yang besar dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan, maka 

tidak menutup kemungkinan Gubernur dan Bupati diminta 

pertanggungjawabannya atas jalannya roda pemerintahan sewaktu-waktu.
4
 

Dari mempelajari besarnya kemungkinan terburuk selama ini, 

Gubernur dan Bupati dalam menciptakan kroni, maka Pasal 48 UU No. 22 

tahun 1999 melarang sebagai berikut:
5
 

                                                           
3
 Ibid, hlm. 16. 

4
 Inu Kencana Syafiie, Ilmu Pemerintahan, cet . 3 (Bandung : Mandar Maju:2007), hlm. 225-

226. 
5
 Ibid, hlm. 226. 
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1. Membuat keputusan yang secara khusus memberika keuntungan bagi dirinya, 

anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok aliran 

tertentu. 

2. Menerima uang, barang, dan jasa dari pihak lain (sogok) dan kolusi yang patut 

dapat diduga akan mempengaruh keputusan atau tindakan yang akan 

dilakukan. 

Otonomi daerah itu sendiri berati berati hak, wewenang dan kewajiban 

suatu daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Fungsi 

mengatur diberikan kepada aparat legislative yaitu DPRD, sedangkan fungsi 

mengurus kepada aparat eksekutif. Yaitu kepala daerah dan dinas-dinas 

otonominya. Itulah sebabnya pada masing-masing daerah dapat membuat 

peraturan daerah (PERDA) masing-masing sesuai denga ketentuan yang berlaku.
6
 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sendiri telah 

menentukan bahwa enam urusan absolut yakni hubungan luar negeri, keuangan 

dan fiskal nasional, pertanahan, keamanan dan peradilan, dan agama.
7
 

Melalui otonomi diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan 

seluruh kegiatan dan pemerintahan dan pemerintah pusat tidak terlalu aktif 

mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya 

dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi, 

                                                           
6
  Ibid, hlm. 232. 

7
 Moh, Mahfudz MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, 

(Jakarta: Raja Grafindo Press, 2010), hlm. 53. 
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potensi sumber-sumber pendapatanya dan mampu menetapkan belanja daerah 

secara ekonomi yang wajar, efisien, efektif, termasuk kemampuan perangkat 

daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah 

atasannya maupun kepada publik.
8
 Oleh karena itu pembangunan daerah harus 

dilakukan secara terpadu dan serasi sarta diarahkan agar pembangunan yang 

berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi 

daerah.
9
 

Menurut Padmo Wahjono pemberian tugas pemberian tugas-tugas 

pembangunan kepada daerah dengan prinsip kewenangan apapun, harus disertai 

pembinaan daerah sehingga tidak sekedar mampu menyelesaikan tugas yang 

dilimpahkan tersebut juga harus dapat memelihara dan memelihara dan 

mengamanakan hasil pembanggunan sesuai dengan tingkat kemampuan yang 

diperlukan. Secara kongkrit daerah bisa menarik tenaga-tenaga terampil dalam 

arti menjadi lapangan kerja yang nyata dan berkesinambungan atau dari kacamata 

lain, daerah harus menarik tenaga-tenaga terampil agar tugas pembangunan 

terlaksana dengan baik secara berkesinambungan
10

 dengan demikian terjadi 

interaksi positif dalam bidang pembangunan antara masyarakat dan pemerintah, 

artinya pembangunan juga melibatkan peran aktif dari masyarakat setempat. 

Salah satu konsep yang cukup baik dalam mengawal realisasi dari sebuah progam 

                                                           
`` 

8
 HAW Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah otonom, (Jakarta, Raja Grafindo: 2004), hlm. 

7. 
9
 Padmo Wahjono, Membudayakan Undang-undang dasar, Jakarta, (Ind-Hill: 1991), hlm. 

234. 
10

 Ibid, hlm. 235. 
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adalah konsep good governance. Dalam konsep tersebut memungkinkan sebuah 

progam suatu daerah melibatkan peran aktif dari masyarakat, sehingga terjadi 

interaksi antara masyarakat dan pemerintah yang memungkin terjadinya check 

and balance antara masing-masing pihak. Hal inilah yang kemudian dianggap 

mampu mendendangkan demokrasi secara faktual dan empiris. Pelaksanaan 

demokrasi secara faktual harus melibatkan segala elemen pemerintahan secara 

struktural dari pusat dan daerah. Pemberian otonom kepada daerah diharapkan 

mampu memberikan memberi pelajaran demokrasi secara faktual. 

Kediri sebagai salah satu daerah otonom yang terletak di Provinsi Jawa 

Timur sedang mengusahakan pembelajaran tersebut melalui progam-progam yang 

nyata. Secara otonomi daerah tersebut memiliki dua daerah otonom yaitu Kota 

dan Kabupaten. Kediri juga berperan sebagai kota karisidenan yang terdiri dari : 

Kediri (Kota/Kabupaten), Blitar (Kota/Kabupaten), Tulungagung, Trenggalek, 

dan Nganjuk
11

. Kota Kediri merupakan daerah otonom yang cukup berpengaruh 

di wilayah Karisidenan Kediri 

Hal ini terbukti ditetapkannya Kota Kediri tersebut sebagai kota Orde 

IIB, termasuk dalam klasifikasi Kota Menengah. Sebagai pusat SWP
12

, selain 

itu secara geografi Kota Kediri memiliki jalur transportasi regional yang 

                                                           
11

 https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Kediri, Akses Tanggal 5 Januari 2018, Pukul 

14.00 WIB  
12

 Majalah SWA adalah majalah bisnis terkemuka yang berpusat di Tanah Abang Jakarta 

Pusat, SWA  pertama kali terbit dengan nama SWASEMBADA, 

https://id.wikipedia.org/wiki/SWA_(majalah), Pukul 14.00 WIB  

https://id.wikipedia.org/wiki/Karesidenan_Kediri
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_Abang
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Pusat
https://id.wikipedia.org/wiki/SWA_(majalah)
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menghubungkan Surabaya dangan Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, Kedua 

memilik pusat pelayan tersier yaitu pusat pendidikan, industri, perdagangan, 

pemerintahan,  Secara ekonomi kediri merupakan daerah ekonomi pengolahan 

tembakau (PT Gudang Garam)
13

  yang memiliki pekerja sekitar 16.000
14

 ada pula 

yang menyebut 40.000.
15

 Selain pusat pengolahan tembakau ada pula pabrik gula, 

pabrik tersebut diantara Pabrik Gula Meritjan dan PG Baru Pesantren yang 

mampu menghasilkan sekitar 2800 ton perhari. Nama terakhir merupakan pabrik 

gula terbesar kedua di Jawa Timur.
16

 Dengan demikian progam-progam dan 

kebijakan Kota Kediri sendiri secara tidak langsung akan memiliki pengaruh pula 

pada daerah sekitarnya. 

Salah satu progam andalah Kota Kediri saat ini adalah Progam Fasillitasi 

Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas)
17

 sebagaimana tercantum dalam Peraturan 

Walikota Nomor 40 tahun 2014, atau yang lebih dikenal sebagai progam 

prodamas. Prodamas adalah suatu program dari Pemerintah Kota Kediri yang 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat ditingkat 

                                                           
13

 https://kedirikota.go.id/read/Investasi/29/1/49/Potensi%20Kota.html,  Akses Tanggal 5 

Januari 2018, Pukul 14.00 WIB  
14

 https://darulmumtaz.com/mengenal-kota-kediri-sejarah-keunggulan-keunikan-dan-

potensinya/ , Pukul 14.00 WIB 
15 Laporan final Updating Profil dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana PerKotaan Kota 

Sedang dan Kecil, PT.Artama Interkonsultindo, tt, hlm. 1 
16

 https://darulmumtaz.com/mengenal-kota-kediri-sejarah-keunggulan-keunikan-dan-

potensinya,  Pukul 14.00 WIB 
17

 Kepanjangan dari progam ini menurut website resmi kota Kediri adalah progam 

pemberdayaan masyarakat sedangkan menurut Perwali No 40 tahun 2014 adalah Progam Fasillitasi 

Pemberdayaan Masyarakat, bandingkan Perwali No 40 tahun 2014 dengan 

https://www.kedirikota.go.id/prodamas/bandar_kidul/45  akses tangga l 1 Desember tahun 2017, pukul 

12.00 WIB. 

https://kedirikota.go.id/read/Investasi/29/1/49/Potensi%20Kota.html
https://www.kedirikota.go.id/prodamas/bandar_kidul/45


8 
 

kelurahan yang berbasis di wilayah rukun tetangga sebagai upaya mewujudkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, 

peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan.18 Melaui bantuan, 

social, pengadaan barang dan lain sebagainya
19

 

Menurut Pasal 3 progam tersebut memiliki prinsip diantaranya : 

transparan, partisipatif, akuntabel,  dan berkelanjutan.
20

 Maksud dari progam 

tersebut adalah untuk memotivasi masyarakat agar berperan aktif dalam 

pembangunan, mengartikulasi kebutuhannya dan mengidentifikasi masalahnya 

hingga pemberdayaan masyarakat.
21

 Kemudian dalam perjalanannya ada 

beberapa perubahan terkait dengan progam tersebut seperti Pasal 28 yang 

menambah poin terkait dengan pendidikan dan pengadaan peralatan kegiatan 

dialuar poin sebelumnya.
22

 Dalam perubahan ketiga kemudian Pasal ini ditambah 

dengan penyediaan peralatan sekolah.  

Secara umum progam ini bertujuan untuk memberikan keleluasaan tiap 

RT melakukan pembangunan baik infrastruktur, ekonomi maupun social dengan 

                                                           
18

 Lihat Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014. 
19

 Ibid Lihat Ayat 1 Pasal 11-23. 
20

 Lihat Pasal 2 Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014. 
21

 Ibid, Lihat Pasal 1. 
22

 Pasal ini secara umum memuat tentang pembiayaan kegiatan maayarakarat sekala kecil, 

seperti Pemberian santunan tiap RT, Pemberian peralatan dalam kegiatan tiap RT, seperti Kegiatan 

peringatan hari besar nasional (PHBN), pemberian peralatan seni dan budaya dan lain sebagainya. 

Lihat Perubahan kedua perwali tahun no 19 2015, bandingkan dengan Peraturan Walikota Nomor 40 

tahun 2014 Pasal 28 bandingkan pula dengan perwali no 2 tahun 2016 
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total anggaran 50 Juta/tahun.
23

  Dengan target 60% untuk infrastruktur
24

 sehingga 

diharapkan terjadi percepatan pembangunan di masing-masing daerah 

Namun disisi lain menurut wakil DRPD pelaksanaannya kerap mengalami 

persoalan, terutama terkait pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh kelurahan 

sebagaimana dikatakan oleh Tempo: 

 “Banyak proyek yang dikerjakan di luar spesifikasi, selain penerapan 

pajak siluman, menurut Sekda Sunu Hernaning Sulistio dalam 

pelaksanaanya sering kali ditemukan pelakasana yang tidak memahami 

teknis dari dari progam tersebut senada dengan sekda lurah dari desa 

mojoroto juga membenarkan hal tersebut demikian pula dengan ketua RT 

19 RW 06 Desa Mojoroto.yang tidak tahu apakah terkait dengan 

efektifitas dana tersebut. Dalam artian bahwa pembelajaan diserahkan 

kepada kelurahan sehingga tidak tahu apakah pengadaan barang 

memebuhi anggaran 50 juta atau tidak selain itu progam tersebut masih 

menggunakan audit internal yang dinilai masih tumpul
25

” 

  Munculnya persoalan ini sebenarnya cukup wajar, sebab progam 

tersebut mulai diluncurkan tahun 2014 dan dilaksanakan tahun 2014 pula sehingga 

terkesan tergesa-gesa dan bagi beberapa pejabat RT yang belum siap menerima 

perubahan nuansa politik akan perlu waktu untuk mempelajari progam tersebut 

yang berimbas tidak maksimalnya impementasi dari progam tersebut. Dari 

pemasalahan tersebut Sehingga perlu dikaji dalam sebuah penelitian “IMPLIKASI 

PELAKSANAAN PROGAM SUATU DAERAH OTONOM DALAM 

MELAKSANAKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN TRANSPARAN 

(ANALISIS TERHADAP PERWALI KOTA KEDIRI NO 40 TAHUN 2014 

TENTANG PROGAM FASILITASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE)” 

 

                                                           
23

 Lihat Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014 

 Pasal 24 
24

 Ibid, Lihat Pasal 26 
25

 https://nasional.tempo.co/read/903385/audit-lemah-program-rp50-juta-per-rt-dinilai-rawan-

bocor akses tanggal 1 desember 2017, pukul 20. 01 WIB 

https://nasional.tempo.co/read/903385/audit-lemah-program-rp50-juta-per-rt-dinilai-rawan-bocor
https://nasional.tempo.co/read/903385/audit-lemah-program-rp50-juta-per-rt-dinilai-rawan-bocor
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B. Rumusan Masalah 

Setelah memahami esensi dari pemaparan latar belakang masalah 

tersebut, kemudian akan ditemukan beberapa pertanyaan yang patut untuk 

dilakukan pengkajian yang lebih mendalam dan dijadikan sebagai rumusan 

masalah dalam Tesis ini. Beberapa pertanyaan tersebut diantaranya adalah : 

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Progam Permberdayaan Fasilitasi 

Masyarakat di Kota Kediri  ?  

2. Apakah ada nilai nilai-nilai good governance dalam Perwali Kota Kediri 

No. 40 tahun 2014? 

3. Bagaiamana implikasi Progam Progam Fasilitasi Masyarakat terhadap 

kesejahteraan Warga Kota Kediri ? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penulisan dari sebuah penelitian tentu memiliki arah, maksud 

dan tujuan tidak terkecuali penelitian ini. Adapun maksud dan tujuan dari 

penulisan penelitian Tesis ini diantaranya adalah : 

1. Untuk mengetahui Proses Pelaksanaan Progam Permberdayaan Fasilitasi 

Masyarakat di Kota Kediri   

2. Untuk mengetahui nilai nilai-nilai good governance dalam Perwali Kota 

Kediri No. 40 tahun 2014 

3. Mengetahui implikasi Progam Fasilitasi Masyarakat terhadap 

kesejahteraan Warga Kota Kediri 
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D. Kegunaan Penelitian 

Secara umum kegunaan penelitian adalah sebagai sumbangan 

paradigma baru terhadap progam-progam pemerintahan dan sebagai kontrol 

terhadap jalannya progam pemerintahan sehingga mampu menjadi jalan yang 

solutif terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan progam-

progam pemerintah. 

Secara akademik penelitin ini berguna sebagai referensi baru yang 

patut untuk dikaji lebih mendalam sehingga memberikan warna baru dalam 

diskursus keilmuan khususnya dalam bidang ketatanegaraan, dan sebagai 

pelengkap dari pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab dalam 

bidang Ketatanegaraan. 

Secara sosial penelitian ini juga berguna sebagai sarana pendidikan 

terhadap masyarakat terkait dengan partisipasi dalam pembangunan di negara 

ini, sehingga masyarakat memahami peran sebagai salah satu pengawas 

terhadap jalannya pemerintahan dalam system ketatanegaran. Dengan adanya 

hal tersebut diharapkan msyarakat akan mampu mengontrol jalanya 

pemerintahan yang akhirnya mampu menikmati keadilan sosial sebagaimana 

disebut dalam sila kelima. 
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E. Kajian Pustaka 

Kajian-kajian tentang konsep tentang progam suatu daerah dan 

pengawasan progam pemerintah suatu daerah sebelumnya cukup banyak 

dilakukan kajian seperti misalnya 

Disertasi yang disusun oleh Dumasari Harahap. menjelaskan pengaruh 

dari Pemberdayaan SDM aparatur pemerintah melalui kualitas perencanaan 

dan kinerja aparatur terhadap good governance dan Pembangunan Daerah. 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan pemberdayaan sumber daya 

manusia berpengaruh terhadap good governance dan pembangunan daerah 

pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian tersebut dilakukan 

dengan pendekatan eksplanatory kuantitatif  dan Metode analisis 

menggunakan analisis regresi sederhana dan regresi berganda dengan program 

SPSS
26

. 

Disertasi yang disusun I Gusti Ngurah Wairocana membahas tentang 

penyelanggaraan pemerintah daerah di Bali dalam persepektif Hukum 

Administrasi Negara untuk mengkaji prinsip-prinsip good governance dalam 

Undang-Undang No. 28 th 1999 tentang penyelanggaraan negara yang bersih 

dari KKN. Hasil dari penelitian ini tidak menemukan produk aturan hukum, 

legislasi maupun regulasi yang menjabarkan Undang-Undang No. 28 th 1999. 

                                                           
26

 Dumasari Harahap, Analisis Pengaruh Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap 

Good Governance dan Pembangunan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Disertasi, 

Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan normative dengan menggunakan pola 

berfikir induktif.
27

 

Tesis dari Adiwarman menjelaskan kesiapan aparatur pemeritahan 

nagari melaksanakan sistem pemerintahan nagari menjadi suatu tata 

kepemerintahan yang baik (good governance) dan menyimpulkan bahwa 

penerapan good governance masih banyak kendala penyebabnya adalah 

kualitas SDM dalam memahami good governance yang rendah, pedoman 

kerja yang sering berubah akibat putusan politik pemerintah serta pendamping 

yang belum berjalan serta hubungan kelembagaan yang belum harmonis. 

Penelitian tersebut menggunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal 

(PRA) dan bersifat deskriptif
28

 

Prabu Nurdin Prayogonegoro yang berjudul menunjukkan percepatan 

pembangunan di Desa Blabak berjalan dengan efektif dan lancar, meskipun 

sosialisasi kurang berjalan dengan lancar.
29

 

Penelitian Fasmawi Saban menjelaskan bahwa pengelolaan PAD 

belum maksimal karena tidak ada website untuk memantau, partisipasi, 

transparansi, maupun akutabilitas. tersebut menyimpulkan bahwa UU yang 

                                                           
27

 I Gusti Ngurah Wairocana, Good Governence (Pemerintahan Yang Baik) dan 

Implementasinya di Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bali, Progam Pascasarjana, 

Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya, 2005. 
28

, Adiwarman, Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari Melalui penerapan good 

governance (di Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Propinsi Sumatera Barat), 

Tesis, IPB, Bogor. 
29

 Prabu Nurdin Pryogonegoro, “Pelaksanaan Percepata Pembangunan di Kelurahan Blabak 

Kecamatan Pesantren Kota Kediri (Implementasi Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014 tentang 

Progam Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat), Universitas Sebelas Maret, Skripsi,Surakarta, 2015. 
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dimaksud sebenarnya sudah mendasarkan pada tiga prinsip, Desentralisasi, 

Dekonsentralisai dan Asas Pembantuan Umum. Penelian tersebut 

menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan bersifat deskriptif-analisis.
30

 

Paper Teguh Kurniawan yang berjudul “Good Governance di Era 

Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 

2004” yang diterbitkan oleh Universitas Gadjah Mada  tahun 2006. Penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa dalam persepektif UU No. 22 Tahun 1999 dan 

UU No. 32 Tahun 2004, maka untuk mewujudkan good governance dalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah masih harus menempuh jalan yang sangat 

panjang aturan yang masih belum beranjak dari sarwa negara. Karenanya 

diperlukan upaya dalam mereformasi aturan-aturan yang ada terkait dengan 

penyelanggaraan pemerintah daerah tersebut.
31

 

 

F. Kerangka Teoritik 

Penelitian ilmiah harus  memiliki landasan teori yang kuat sehingga 

mampu menghasilkan kesimpulan yang akurat dan ilmiah. Salah satu konsep 

yang menjadi acuan terhadap sistem pemerintahan dan tata negara adalah 

konsep good governance. Konsep tersebut muncul awalnya dari adanya 

kepentingan lembaga-lembaga donor PBB, Bank Dunia, ADP, maupun IMF 

                                                           
30

 Fasmawi Saban, Good Governence di Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 Tahun 

1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015 
31

 Tegush Kurniawan, Good Governence di Era Otonomi Daerah Persepektif UU No. 22 

Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, Papper,Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2006 
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dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara 

berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan 

sebagai syarat bagi negara yang sedang membutuhkan dana, sehingga konsep 

tersebut digunakan  sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan 

berkelanjutan.
32

 

Istilah governance lebih menyangkut beberapa persyaratan yang 

terkandung dalam terminologinya (istilahnya). Ada tiga komponen yang 

terlibat dalam governance, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan 

masyarakat. Hubungan ketiganya harus dalam posisi seimbang dan saling 

kontrol (checks and balances), untuk menghindari penguasaan atau 

“eksploitasi” oleh satu komponen terhadap komponen lainnya. Bila salah satu 

komponen lebih tinggi daripada yang lain, yang terjadi adalah dominasi 

kekuasaan atas dua komponen lainnya.
33

 

UNDP mendefinisikan Pemerintahan (Governance) sebagai gerakan 

politik, ekononomi dan administrasi (pelayanan publik) dalam setiap level 

pemerintahan. Pemerintahan itu sendiri merupakan sebuah mekanisme, fase, 

dan institusi yang meliputi masyarakat perkotaan, suku, heterogenitas 

masyarakat, dan sebuah gerakan dalam mereawat norma keadilan yang merata 

dan kewajiban bersama. Konsep tersebut memiliki beberapa prinsip dasar 

                                                           
32

 Hafifah Sj. Sumarto, Inovasi Partisipasi dan Good Governance, Yayasan Obor Indonesia 

(Jakarta: 2003), hlm. 5. 
33

 Setia Budi dkk., Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik, Jakarata,( Bappenas: 2007)., 

hlm. 5. 
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seperti : partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Konsep ini sendiri 

merupakan konsep yang sangat efektif dalam membangun sumber daya 

manusia, dan  sangat layak untuk digunakan dalam skala universal, agar bisa 

memberikan kepastian hukum.
34

 

Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi yang dalam prinsip-prinsip 

ketanegaraan. Jimly As-Shidiqie mengatakan ada tiga belas prinsip dalam 

ketatanegaraan tiga diantaranya identik dengan prinsip yang dikemukakan 

oleh UNDP yang diantaranya adalah: 

1. Demokratis 

Dianut dan dipraktikannya prinsip demokrasi atau kedaulatan 

rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan kenegaraan, sehingga setiap aturan perundang-undangan yang 

ditetapkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah 

masyarakat.
35

 

2. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat (wel-

fare rechtsstaat) 

Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan 

bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik dilembagakan melaui 

                                                           
34

 James Gustav,  Governance for sustainable human development, papper : 1997 
35

 Muhammad Tahrir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan 

Hukum Islam,. cet 2,  (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), , hlm 36-37  
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gagasan-gagasan demokrasi maupun yang diwujudkan melalui gagasan 

negara hukum dimakudkan untuk meningkatkan keseahteraan umum. 

3. Transparansi dan Kontrol Sosial 

Adanya transparansi dan control social yang terbuka terhadap 

proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan 

kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat 

dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara 

langsung (partisipasi langsung). Dalam rangka menjamin keadilan dan 

kebenaran. 

Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum 

penyelenggaraan negara meliputi: 

1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 

keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 

2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan 

keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 

penyelenggara negara. 

3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 

umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
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4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif tentang penyelenggraan negara dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan 

rahasia negara. 

5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 

antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 

6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 

berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

7. Asas akuntabilitas, yaitu asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan 

dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 

pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Dalam Fikih Siyasah (ketatanegaraan menurut Islam), asas-asas 

pemerintahan yang baik itu, selain diperoleh dari hasil penelitian, putusan 

hakim dan lain-lain, dapat digali pula dari sumber utama Fikih Siyasah, yakni 

Al Qura’an dan Hadis. Sebagai contoh dapat disebutkan, antara lain asas 

amanah, asas tanggung jawab (al-las-uliyyah), asas mashlahat (as-maslahah), 

dan asas pengawasan (al-muhasabah) terdiri dari pengawasan transendental 
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(al-muhasabah al-ilahiyah), pengawasan oleh pribadi (al-muhasabah al-

syakhsiyah), dan pengawasan yang diattur dalam perundang-undangan (al-

muhasabah al-qomariyah). Yang disebut terakhir, di Indonesia, dikenal 

adanya pengawasana melekat, pengawasan fungsional, pengawasan internal, 

dan pengawasan eksternal.
36

 

Di dalam peradaban islam sendiri konsep Good Governance bisa 

dilihat dari kehidupan masyarakat Madinah, Nurcholis Majid dalam 

tulisannya ”Sistem Madinah dan Negara Modern” menggutip pendapat Robert 

N. Bellah (seorang sosiolog paling terkemuka) a better model for modern 

national community building than might be imagined”, (suatu contoh 

bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik daripada yang dapat 

dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan 

bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat, dan karena adanya kesediaan 

para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan Lebih 

lanjut, Bellah juga menyebutkan bahwa sistem Madinah adalah suatu bentuk 

nasionalisme yang egaliter partisipatif.
37

 

 

 

                                                           
36

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Persepektif  

Fikih Siyasah, cet. 2 (Jakarta, Sinar Grafika : 2014), hlm . 242. 
37

 Budhy Munawar Rachman, Ensiklopedia Nurrcholis Majid Pemikiran Islam di Kanvas 

Peradaban,  (Jakarta : Mizan, 2012),  hlm. 3087-3090. 
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G. Metode Penelitian 

Cara kerja keilmuan salah satunyan ditandai dengan penggunaan 

metode (Inggris : Method, Latin: Methodus, Yunani: Methodos-meta).
38

 

Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”.
39

 

Secara epistimlogi metode disini berarti sebagai suatu cara atau teknis yan 

dilakukan dalam proses penelitian.
40

 Metode itu sendiri memiliki beberapa 

peran dalam sebuah penelitian. Salah satunya adalah menambah kemampuan 

peneliti dalam menggadakan penelitian secara lebih baik dan lebih lengkap.
41

 

Sehingga membuat hasil dari sebuah penelitian itu sendiri menjadi lebih 

berkualitas. Kemudian agar mencapai maksud dan tujuan tersebut maka 

penelitian ini disusun melalui metodologi yang akan dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Sebuah penelitin bisa dipandang dari berbagai sudut pandang 

sehingga sebuah penelitian bisa dikategorikan ke dalam bebarapa jenis 

tergantung sudut pandangnya, termasuk termasuk juga penelitian ini. 

Penelitian ini bila ditinjau dari sifatnya, Penelitian ini merupakan penelitin 

deskriptif, yaitu penelitian  yang dimaksudkan untuk memberikan data 

                                                           
38

Johnny Ibrahim, Teory dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif , (Malang:,  

Bayumedia: 2012),  Cet. VI, hlm 25-26. 
39

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta, UI-Press: 2015), hlm 5. 
40

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan  Proposal, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 

hlm 24. 
41

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum,…, hlm. 7. 
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yang seteliti mungkin
42

, dalam  hal ini bermaksud untuk mengambarkan 

progam Perwali No 40 tahun 2014 tentang Progam Fasilitasi 

Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang telah berjalan semenjak 

tahun 2015. Pengaruhnya terhadap kesejahteraan, dan pengaruhnya 

terhadap birokrasi di Kota Kediri. 

Bila ditinjau dari bentuknya penelitian ini masuk kedalam jenis 

penelitian perskriptif atau suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk 

mengatasi masalah-masalah tertentu.
43

 Masalah yang dimaksud dalah 

terkait dengan Prodamas. 

Kalau ditinjau dari tempatnya penelitian ini masuk dalam ketegori 

penelitian lapangan atau penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang 

sebenarnya. .
44

 Maksudnya adalah bagaimana penulis melihat pelaksanaan 

Prodamas dilapangan untuk ditelaah lebih lanjut. Kemudian dicari 

hubungan antara pelakasanaan progam tersebut terhadap pembanggunan 

good governance di Kota Kediri 

Sedangkan kalau dilihat pendekatan analisisnya, penelitian ini 

masuk ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian yang lebih 

menekankan kepada analisinya pada proses penyimpulan deduktif dan 

                                                           
42

 Ibid,  hlm. 9. 
43

 Ibid, hlm 10. 
44

 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan  Proposal,.., hlm. 28. 
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induktif serta pada analisis terhadan dinamika hubungan antar fenomenna 

yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah
45

. Penelitian ini 

berusaha menyimpulkan scara umum pelaksanaan Prodamas terkait lalu 

dilanutkan pencarian pengaruh Prodamas terhadap birokrasi pelayanan 

publik dalam skala yang lebih besar. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengunakan pendekatan kebijakan publik karena 

yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus 

sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam konteks ini adalah 

Peraturan Walikota Nomor 40 tahun 2014 di Kota Kediri 

Kemudian untuk memastikan apakah undang-undang tersebut 

memang memiliki tujuan yang baik bagi kesejahteraan bersama, maka 

kemudian ditarik garis kearah sebuah konsep tertentu. Dalam hal ini yang 

digunakan adalah konsep  good governance. Pendekatan konsep sendiri 

memiliki pengertian unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas 

fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-

hal universal yang diabtrasikan dari hal yang partikular.
46

 

Karena Penelitian ini adalah penelitan lapangan, dan melihat fakta 

empiris, maka penelitian ini menggunakan pendekatann kajian empiris 

atau kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencangkup 

                                                           
45

 Saifuddin Anwar, Metode Penelitian, Cet.6 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2005), , hlm 5. 
46

 Ibid, hlm 306 
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kenyataan social, kenyataan leluhur, dan lain-lain. Kajian empiris sendiri 

membuat hukum itu akan bersifat membumi.
47

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan 

data, observasi, intervew maupun lewat data dokomentasi. Data yang 

harus dikumpulkan bisa berupa data primer, data sekunder, atau data 

keduanya.
48

 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa 

interview, observasi, maupun penggunaan instrument 

pengukuran yang khusus dirancang sesuai tujuannya. Intervew 

yang dimaksud adalah kepada pejabat publik di kota Kediri 

yang rencananya akan dilakukan pejabat publik Kota Kediri.  

b. Data sekunder  

Data Sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung 

biasanya berupa berupad data dokumentasi, dan arsip-arsip resmi, 

seperti laporan pertanggung jawaban, laporan audit terhadap 

progam prodamas. Laporan tersebut bisa di peroleh melalui  data 

sosialsasi kunjungan dewan tahun 2018, website resmi Kota 

                                                           
47

 Achmad Ali dkk, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, , (Jakarta: Kencana 2012), 

hlm. 3 
48

 Saifuddin Anwar, MA., Metode Penelitian.. hlm 91. 
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Kediri, buku-buku diktat khusunya di bidang Tata Negara, 

Kebijakan Publik, dan Keislaman , website pendukung, artikel 

pendukung lainnya. 

4. Analisis Data  

Apabila data sudah terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah dan menganalis menggunakan pola induksi yang bersifat 

yuridis-empris. Pola induksi merupakan suatu pola berfikir yang menarik 

kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat 

individual.
49

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar tersusun dengan rapi dan sistematis untuk memberikan gambaran 

umum hasil dari sebuah penelitian sehingga mudah untuk dipahami, sebuah 

penelitian harus memilik sistematika pembahasan yang tesrsistemis begitu 

pula dengan penelitian ini. Penelitian ini memiliki kalau dilihat dari 

sistematika pembahasan, secara garis besar terdiri dari lima pembahasan 

(Bab). 

Sebagai pembuka bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini terdiri dari 

latar  belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan 

penelitian, kajian pustaka kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

                                                           
49

 Sukadarumiddi, Metodologi Penelitian, Yogyakarta, (Gajah Mada University Press: 2012), 

cet. IV, hlm 38. 
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Bab kedua adalah konsep good governance. Bab tersebut nanti akan 

berbicara sejarah good governance, konsep dasar good governance, prinsip 

good governance, konsep good Governance dalam perundang-undangan 

nasional, dan konsep good governance dalam islam 

Bab ketiga merupakan identitas Kota Kediri dan Progam Fasilitasi 

Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas). Dalam Bab tersebut akan dijelaskan 

tentang Letak georafis kota Kediri, keadaan sosio-kultur kota Kediri legalitas 

kota kediri sebagai daerah otonom dan dasar hukum progam prodamas di kota 

Kediri. Kemudian Profil Prodamas 

Bab keempat adalah pemaparan data dan analisisnya yang terdiri dari, 

nilai-nilai good governance dalam prodamas,  proses pelaksanaan progam 

prodamas, pengaruh prodamas terhadap kesejahteraan masyarakat, dan. 

Kemudian yang terakhir adalah Bab yang kelima, yakni terdiri dari 

kesimpulan dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pemaparan dalam pembahasan di bab sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Secara pelaksanaan peran masayarakat menjadi aktornya, sehingga 

partispasi control, check and balance terjadi di dalam masyarakat itu 

sendiri. Pemerintah sendiri berperan sebagai fasilitator terhadap progam 

tersebut. 

2. Secara materi, Perwali Nomor 40 Tahun 2014 tentang progam fasilitasi 

pemberdayaan masyarakat sudah menggandung beberapa nilai-nilai good 

governance, seperti kepastian hukum, partispasi, akuntabilitas dan lain 

sebagainya. Sementara dalam pelaksanaanya sangat bertumpu pada 

partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan dalam poin pertama. 

3. Implikasi dari poin pertama adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat 

tentang pentingnya nuansa good governance dalam berbagai lini, terutama 

dalam pelayanan publik, tata pemerintahan dan bidang infrastrukur,. 

Sementara dalam pemberdayaan perlu ada peningkatan terutama dalam 

penciptaan pasar berbasi UMKM dan pembanggunan SDM 

142 
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B. Saran 

1. Perlu kiranya progam tersebut dikaji lebih lanjut untuk dijadikan sebuah 

perda, sehingga mampu menciptakan pemberdayaan masyarakat yang 

berkesinambungan. 

2. Menarik investor dari pihak swasta untuk turut berkontribusi dalam 

progam prodamas, baik dari lembaga zakat maupun lembaga sosial 

lainnya 

3. Konsentrasi progam tersebut ada baiknya diseimbangkan ke dalam bidang 

yang lain seperti pemberdayaan masyarakat dan penciptaan pasar. 

4. Pemberdayaan masyarakat bisa dimulai dari peningkatan mutu Sumber 

Daya Manusia sampai penciptaan Pasar yang berbasis UMKM namun 

dengan standar yang baik. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 : Terjemahan Teks Arab 

 

No Hlm. Fn.  

BAB II 

1 73 67 Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu supaya 

memakmurkannya (membanggunya) 

2 73 68 (Yaitu) individu-individu yang jika Kami teguhkan kekuasaan mereka di muka 

bumi, niscaya mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat makruf 

dan mencegah dari perbuatan yang munkar; dan kepada Allah-lah kembali 

segala urusan 

3 74 70 Dan bermusyawarahlah dengan mereka  dalam segala urusan 

4 77 75 Sebaik-sebaik orang islam adalah yang meninggalkan hal-hal yang tidak 

berguna 

5 79 80 Pemimpin suatu kaum adalah pelayannya 

6 79 81 Berbuatlah kamu sekalian adil, karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan 

7 79 82 Dan apabila kamu mengambil keputusan hendaknya kamu mengambil 

keputusan dengan adil 

8 82 86 Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, 

berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan 

keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-

orang mukmin.  

9 83 88 Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu 

10 83 90 Dan jangalah kamu menyembunyikan kebenaran pada sesuatu yang kamu 

ketahui 

11 84 91 Dan hendaknya seseorang memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari 

esok 

12 84 92 Tidaklah tuhanmu meninggalkan kamu dan tidak pula, Dia membencimu; dan 

sesungguhnya hari esok adalah lebih baik bagimu daripada hari yang telah 

berlalu 

13 85 93 Wilayah (kekuasaan) khusus memiliki wewenang yang lebih kuat daripada 

wilayah yang umum 

14 85 100 Pada dasarnya perkara yang mendatangkan kemanfaatan adalah boleh, dan 

perkaran yang menimbulkan kerugian adalah haram 

15 87 101 Kebijakan imam (pemerintah) atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan 

rakyatnya 

16 87 102 Bahaya harus dihindari sebisa mungkin 

17 87 103 Bahaya harus dihilangkan 
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18 87 104 Bahaya tidak bisa dihilangkan dengan bahaya yang lain 

19 88 105 Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan 

20 88 106 Bahaya yang bersifat khusus diambil untuk menghindari bahaya yang lebih 

luas 

21 88 107 Pertentangan dua fadhilah, dimenangakan fadhilah yang lebih besar  

22 92 111 Setiap hal (mubah) yang melampaui batasanya berbalik menjadi kebalikannya 

(haram) 

BAB IV 

23 39 135 Kebijakan imam (pemerintah) atas rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan 

rakyatnya 
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Lampiran 2 : Pertanyaan Wawancara  

A. Wawancara Pemerintah Kota Kediri 

1. Apa itu Prodamas ? 

2. Apakah ada hubungan antara Prodamas dengan pelayanan publik yang baik (Good 

Governance)? 

3. Bagaimana Prodamas membangun profesionalitas birokrasi  ? 

4. Bagaimana Prodamas membangun SDM dan Kesejahteraan Sosial ? 

5. Bagaimana Prodamas memelihara dan meningkatkan antusiasme masyarakat dalam 

berpartisipasi? 

6. Bagaimana sistem kontrol terhadap pelaksanaanya? 

7. Apa Kendala yang sering ditemui dalam pelaksanaanya ? 

8. Bagaimana Prodamas memelihara memlihara perbedaan visi antara masyarakat sehingga 

tetap dalam kondusif ? 

9. Bagaimana Pemerintah memlihara kritik menjadi sebuah pembuktian/ perbaikan yang 

baik ? 

10. Bagaimana pandangan pemerintah terhadap investor yang masuk ke dalam sistem 

Prodamas sehingga mampu meningkatkan pendanaan ? 

11. Bagaimana pandangan pemerintahan terhadapa kemungkina Prodamas dijadikan sebuah 

perda, sehingga memiliki jangkauan yang lebih luas? 
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B. Wawancara Bappeda Kota Kediri 

1. Bagaimana Bappeda menilai Prodamas ? 

2. Bagaimana Bappeda menilai pembanggunan yang dilakukan oleh Prodamas ? 

3. Apakah Bappeda menilai ada peningkatan di bidang pelayanan publik dari pemerintah 

pra-Prodamas sampai Pemerintahan pasca-Prodamas? 

4. Bagaimmana Bappeda menilai kesejehteraan sosial sebagai implikasi pelaksanaa 

Prodamas ? 

5. Bagaimana Bappeda pandangan Bappeda bila Prodamas menggandeng investor sehingga 

pendanaan bisa meningkat? 

6. Bagaimana kalau ternyata alokasi dana yang ditetapkan dalam perwali ternyata tidak bisa 

mensejahterakan masyarakat ? 

7. Jika baik, Apakah perlu prodamas dijadikan sebuah Perda? 
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Lampiran 3 : Pertanyaan Kuisioner 

 

 

Nama   :  

Jenis Kelamin  : 

Usia   :  

Pendidikan Terakhir :  

Profesi   :  

 

Berilah tanda silang, atau centang, atau lingkaran pada jawaban yang anda anggap sesuai 

dengan apa yang anda alami dan anda rasakan, beserta alasan anda memilih jawaban 

yang anda tandai 

 

 

 

I. Tingkat Kepuasan 

 
1. Apakah anda merasakan perubahan yang positif/manfaat dengan adanya progam prodamas? 

A. Belum Merasakan B. Kurang Merasakan C. Cukup Merasakan D. Sangat Merasakan 

2. Bidang apa yang paling banyak membantu anda ? 

A. Infrastruktur  B. Sumber Daya Manusia. B. Ekonomi.   D. Sosial 

3. Apakah anda sering menggunakan/ memanfaatkan fasilitas dari Prodamas ? 

A. Tidak Pernah  B. Jarang  C. Cukup Sering D. Sangat Sering 

4. Apakah anda puas dengan penyelenggaraan progam Prodamas ? 

A. Belum Puas  B. Kurang Puas  C. Cukup Puas  D. Sangat Puas 

5. Menurut anda, apakah progam Prodamas membantu masyarakat hidup guyub rukun, tata tentrem 

karta rahardja? 

A. Belum Membantu B. Kurang membantu C. Cukup Membantu D. Sangat Membantu 

6. Menurut anda perlukah progam prodamas dijadikan perda ? 

A. Perlu B. Tidak Perlu 

 

II. Partisipasi 

7. Apakah anda antusias dengan progam prodamas ? 

A. Tidak Antusias B. Kurang Antusias D. Cukup Antusias D. Sangat Antusias. 

8. Apakah anda memahami maksud dan tujuan terselenggarakannya Prodamas ? 

A. Tidak Memahami B. Kurang Memahami D. Cukup Memahami D. Sangat Memahami. 

9. Apakah anda aktif dalam progam Prodamas ? 

A. Tidak Aktif  B. Kurang Aktif  D. Cukup Aktif  D. Sangat Aktif 



 

 

XII 
 

10. Dibagian mana anda aktif ? 

A. Pengurus Struktural  B. Bagian Non Struktural 

11. Apakah anda sering menemui kendala dalam melaksanakan progam prodamas
1
 ? 

A. Tidak Pernah B. Sedikit  C. Cukup Sering.  D. Sangat Sering 

12. Apakah dengan aktif di progam prodamas membantu anda meningkatkan kemampuan 

anda/warga untuk menyatakan pendapat dimuka umum
2
 ? 

A. Tidak Membantu B. Kurang Membantu D. Cukup Membantu D. Sangat Membantu 

13. Apakah progam rembug warga membantu meningkatkan kemampuan anda dalam menganalisa 

suatu masalah ? 

A.  Tidak Membantu B. Kurang Membantu D. Cukup Membantu D. Sangat Membantu 

14. Menurut anda, apakah progam prodamas meningkatkan partisipasi/kesadaran anda dalam 

pembanggunan di Kota Kediri ? 

A. Tidak Membantu B. Kurang Membantu D. Cukup Membantu D. Sangat Membantu 

 

III. Essay  

1. Apa harapan anda tehadap progam prodamas? 

___________________________________________________________________________ 

2. Apa kendala yang sering anda lihat/ sering anda rasakan dalam menjalakan progam tersebut ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Jika di soal No 9 anda menjawab A atau B, Soal ini tidak perlu dijawab 

2
 Jika di soal No 9 anda menjawab A atau B, Soal ini tidak perlu dijawab 
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Lampiran 4 : Proses Pengambilan Data 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

Yogyakarta, 18 April 2018 

 

I. Data Pribadi           

Nama     : Mohammad Afin Masrija 

Tempat dan Tanggal Lahir : Kediri, 8 Desember 1992 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Kwarganegaraan   : Warga Negara Indonesia 

TB/BB    : 163 cm/ 67 kg 

Alamat KTP   : Dusun Margosari RT 03 RW 01 Desa Banyakan 

Kecamatan   : Banyakan 

Kabupaten   : Kediri 

Kode Pos   : 64157 

Alamat di Yogyakarta  : Jalan Centel Gg. Perwira no 330 Baciro Gondokusuman 

Kontak    : 085213323800 

E-mail    : Afinmasrija92@gmail.com 

 

II. Pendidikan Formal 

Periode 

(Tahun) 
Institusi Pendidikan Jurusan 

Jenjang 

Pendidikan 

1999-2005 
Miftahul Mubtadiin 

Islamiyah 
 Dasar 

2005-2008 MTs Negeri Mojoroto  Lanjutan Pertama 

2008-2011 MAN 3 Kediri Pengetahuan Alam Lanjutan Atas 

2011-2015 UIN Sunan Kalijaga Perbandingan Madzab Perguruan Tinggi  

2016-2018 UIN Sunan Kalijaga Hukum Tata Negara Perguruan Tinggi 

 

III. Pendidikan Non Formal  

Tahun Instansi Pendidikan 

2000-2011 Pondok Pesantren Miftahul Falah 

2011-2016 Pondok Pesantren Wahid Hasyim 
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IV. Riwayat Organisasi 

 

Tahun Organisasi Jabatan 

2008-2009 Palang Merah Remaja Anggota 

2009-2010 Palang Merah Remaja Kordinator Divisi Persahabatan 

2013-2015 Unit Kesehatan Santri Husada Wakil Ketua Umum 

2011-2012 MTs Wahid Hasyim Pembina Asrama 

2013-2014 Panti Asuhan Wahid Hasyim Kordinator Bidang Fundraising 

2014-2015 Panti Asuhan Wahid Hasyim Wakil Bidang Kesejahteraan 

 

V. Moto Hidup:  

Jadilah Seperti Apapun Yang Kau Mau, Karena Allah Pemilik 

(Segala) Karunia. Singkirkan Kesedihan, Karena Tak Ada Alasan Untuk 

Putus Asa. Ada Dua hal Yang Sama Sekali Tidak Boleh Kamu Lakukan 

Selamanya :  Syirik Kepada Allah dan Menyakiti Orang Lain (Fudhalah 

bin Ubaid, (Hikayat 1001 Malam, Cerita Malam Ke-80) 

 

 

Yogyakarta, 18 April 2018 

 

 

    Mohammad Afin Masrija, S.H.I 
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